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Abstrak 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 

detail, praktik di lapangan masih sering menghadapi persoalan yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat 

maupun hambatan bagi pemerintah. Permasalahan utama penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi 

yang sudah komprehensif dengan implementasinya, khususnya terkait birokrasi yang berbelit, sengketa lahan, 

serta mekanisme ganti rugi yang kerap dianggap tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi 

pengadaan tanah di Indonesia, mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi kendala 

yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan 

pendekatan kepustakaan, yang menitikberatkan pada telaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengedepankan prinsip keadilan, 

keterbukaan, dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemui kelemahan, antara lain koordinasi antar-

lembaga yang kurang efektif, keterlambatan dalam penetapan ganti rugi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. 

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan 

mekanisme penyelesaian sengketa agar pengadaan tanah dapat berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan 

dalam mendukung pembangunan nasional. 

Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, regulasi hukum 

Abstract 

Land acquisition for public purposes is a crucial aspect of infrastructure development in Indonesia. Although 

various laws and regulations have been enacted to govern the process in detail, practical implementation often 

encounters obstacles that create dissatisfaction among affected communities and challenges for the government. 

The main problem addressed in this study is the gap between comprehensive regulation and its implementation, 

particularly related to complex bureaucracy, land disputes, and compensation mechanisms that are often 

perceived as unfair. The objective of this research is to analyze the legal framework of land acquisition in 

Indonesia, evaluate its implementation in legal practice, and identify key barriers that hinder its effectiveness. 

This study employs a normative legal research method with a library approach, focusing on relevant legislation 

and legal literature. The findings reveal that despite emphasizing principles of justice, transparency, and legal 

certainty, the implementation still faces weaknesses, including ineffective inter-agency coordination, delays in 

determining compensation, and limited community participation. The implication of these findings highlights the 

need for bureaucratic reform, improved transparency, and stronger dispute resolution mechanisms to ensure that 

land acquisition processes operate more fairly, efficiently, and sustainably in supporting national development.  

Keywords: land procurement, public interest, legal regulation 

 

 

PENDAHULUAN 

 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan elemen vital dalam 

pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan 

fasilitas publik lainnya. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah interkoneksi 

infrastruktur antar kawasan, mulai dari kawasan ekonomi, industry, pariwisata, perkebunan, 

perikanan hingga persawahan (Angela dan Setyawati, 2022). Keberadaan infrastruktur yang 
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memadai menjadi penopang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Izzudin (2022), untuk mewujudkan kota 

layak huni dan masyarakat cerdas di era digital, pemerintah perlu merancang kebijakan, 

menyediakan infrastruktur yang memadai, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, 

serta mengintegrasikan sistem teknologi secara efektif guna mendukung tata kelola di masa 

depan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah guna 

mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. ii 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kebijakan yang menjadi 

kewenangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan (Irawan et al., 2024). Regulasi terkait pengadaan tanah di 

Indonesia diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-

Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, serta peraturan pelaksana lainnya. Regulasi 

ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat atas tanah dan memberikan kepastian hukum 

bagi pemerintah dalam proses pengadaan tanah. Suntoro (2018) menyatakan bahwa Undang-

Undang No. 2 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan demi 

meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan tetap melindungi hak masyarakat melalui 

pemberian ganti rugi yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berupa tanah atau 

fasilitas lainnya. 

Sejarah pengadaan tanah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, 

terutama sejak era reformasi. Selama masa kolonial, pengadaan tanah didominasi oleh 

kepentingan Belanda yang menyita lahan secara luas untuk mendukung ekonomi kolonial 

dan sering menimbulkan konflik serta penderitaan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, 

pengesahan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dianggap sebagai upaya 

untuk mengatur hak atas tanah secara lebih adil dan melindungi kepentingan masyarakat 

(Butar et al., 2023). Regulasi yang ada semakin menekankan pada transparansi, keadilan, dan 

kepastian hukum dalam setiap tahapan proses pengadaan tanah. 

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan tanah sering 

menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain proses 

administrasi yang rumit, sengketa kepemilikan tanah, hingga penolakan warga terhadap nilai 

ganti rugi yang dianggap tidak sesuai. Menurut Lestari (2020), pemberian ganti rugi 

merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dan kepentingan individu yang dikorbankan 

untuk kepentingan umum, yang seharusnya dilakukan secara layak dan adil. Namun, dalam 

praktiknya, sering kali ganti rugi dilakukan secara semena-mena tanpa memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala ini sering menghambat proses 

pembangunan, bahkan berujung pada konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat 

setempat. Permasalahan pengadaan tanah dalam skala makro bagi pembangunan infrastruktur 

dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia, mengingat lahan yang dibutuhkan 

untuk kepentingan umum sangat luas (Silalahi & Sa’adah, 2023). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam regulasi 

perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah di Indonesia serta mengkaji 

implementasinya dalam praktik hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya 

mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah sehingga 

diharapkan dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pengadaan 

tanah di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam 

memahami kompleksitas pengadaan tanah di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi bagi 

pemerintah dalam menyempurnakan regulasi yang ada. 

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti kompleksitas pengadaan tanah di Indonesia. 

Penelitian Rosdiana (2021) menekankan bahwa meskipun regulasi pengadaan tanah telah 
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diatur secara rinci melalui UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, praktik di 

lapangan masih diwarnai birokrasi yang berbelit dan lemahnya koordinasi antar-instansi, 

sehingga memperlambat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, studi oleh Heryani & 

Pramono (2022) menemukan bahwa mekanisme ganti rugi yang tidak transparan sering 

menjadi sumber utama sengketa antara pemerintah dan masyarakat, bahkan menimbulkan 

konflik sosial yang berkepanjangan.  

Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

peran regulasi dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan pengadaan tanah, sementara 

manfaatnya adalah menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum 

dalam memperkuat tata kelola pengadaan tanah agar lebih adil, efisien, dan responsif 

terhadap kepentingan publik. 

 

METODE 

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang berbasis 

pada analisis kepustakaan (library research). Data yang digunakan bersumber dari bahan 

hukum primer, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, dan peraturan turunannya yang 

mengatur teknis pelaksanaan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku, 

jurnal, dan hasil penelitian terkait pengadaan tanah di Indonesia. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara 

sistematis dan komprehensif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Dasar hukum yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia tercantum dalam Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, 

pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 

24 September 1960. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan 

alam yang dikuasai negara dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat. Ketentuan ini sejalan 

dengan UUPA yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, 

khususnya di bidang pertanahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia (Trisno & Adjie, 2024). 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

kuat, yang diatur dalam berbagai regulasi utama, terutama Undang-Undang No. 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang 

diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 serta berbagai peraturan pelaksana 

lainnya. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah ditujukan untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil (Mogi et al., 2021). 

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012, diatur bahwa pengadaan tanah 

dilaksanakan berdasarkan asas (Lestari, 2020): 

1) Kemanusiaan 

Asas iikemanusiaan iimengandung iimakna iibahwa iidalam iipelaksanaan iipengadaan 

iitanah iiharus iimenjunjung iitinggi iipenghormatan iiserta iiperlindungan iiterhadap 

iihak iiasasi iidan iimartabat iimasyarakat iisebagai iipemilik iiatau iipenguasa iitanah, 

iitermasuk iimasyarakat iihukum iiadat, iisecara iiadil iidan iinyata. ii 

2) Keadilan 

Asas iikeadilan iidalam iipengadaan iitanah iimenekankan iipentingnya iipemberian 

iiganti iirugi iiyang iilayak iikepada iipemilik iiatau iipenguasa iitanah iiagar iimereka 

iidapat iimelanjutkan iikehidupan iiyang iilayak. iiKesepakatan iiganti iirugi iitidak 
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iiboleh iimerugikan iisalah iisatu iipihak iidan iipemilik iitanah iiberhak iiatas 

iikompensasi iisesuai iikesepakatan. iiSetelah iimenerima iiganti iirugi, iimereka iiwajib 

iimelepaskan iihak iiatas iitanah iiserta iimenyerahkan iibukti iikepemilikan iikepada 

iilembaga iipertanahan iisesuai iidengan iiketentuan iiUU iiNo. ii2 iiTahun ii2012 iiPasal 

ii41 iiayat ii(1) iidan ii(2). 

3) Kemanfaatan 

Asas iikemanfaatan iimengandung iiarti iibahwa iihasil iidari iipengadaan iitanah iiharus 

iimemberikan iimanfaat iinyata iibagi iikepentingan iibersama, iimencakup iirakyat, 

iibangsa iidan iinegara, iisebagaimana iidiatur iidalam iiPasal ii18 iiUU iiNo. ii5 iiTahun 

ii1960. 

4) Kepastian 

Asas iikepastian iiberarti iipengadaan iitanah iiharus iimemberikan iijaminan iihukum 

iidan iikepastian iibagi iipemilik iitanah iiuntuk iimenerima iiganti iirugi iiyang iilayak. 

iiSesuai iiPasal ii36 iiUU iiNo. ii2 iiTahun ii2012, iiganti iirugi iidapat iiberupa iiuang, 

iitanah iipengganti, iirelokasi, iisaham iiatau iibentuk iilain iiyang iidisepakati, iibaik 

iisecara iitunggal iimaupun iikombinasi iidan iidiberikan iidalam iiwaktu iiyang iitelah 

iiditetapkan. 

5) Keterbukaan 

Asas iiketerbukaan iiberarti iibahwa iimasyarakat iimemiliki iihak iiuntuk iimemperoleh 

iiinformasi iimengenai iipengadaan iitanah. 

6) Kesepakatan 

Asas iikesepakatan iimenekankan iibahwa iipengadaan iitanah iidan iipemberian iiganti 

iikerugian iidilakukan iimelalui iimusyawarah iisecara iikekeluargaan iihingga iitercapai 

iimufakat. ii 

7) Keikutsertaan 

Asas iikeikutsertaan iiberarti iimasyarakat, iitermasuk iimasyarakat iihukum iiadat, 

iimemiliki iihak iiuntuk iiterlibat iidalam iiproses iipengadaan iitanah iibaik iisecara 

iilangsung iimaupun iitidak iilangsung. 

8) Kesejahteraan 

Asas iikesejahtreraan iiberarti iipengadaan iitanah iiharus iimemberi iimanfaat iibagi 

iikelangsungan iihidup iimasyarakat iidengan iitujuan iimendorong iipertumbuhan 

iiekonomi, iimengurangi iiketimpangan iidan iimewujudkan iikesejahteraan iiyang 

iimerata. 

9) Keberlanjutan 

Asas iikeberlanjutan iiberarti iipengadaan iitanah iiharus iidilaksanakan iisecara 

iidinamis iidan iiberkesinambungan iiuntuk iimencapai iitujuan iinasional iiyaitu 

iikeadilan, iikesejahteraan iidan iikemakmuran iirakyat iimelalui iipertumbuhan 

iiekonomi. 

10) Keselarasan 

Asas iikeselarasan iiberarti iipelaksanaan iipengadaan iitanah iiharus iimenjaga 

iikeseimbangan iiantara iikepentingan iimasyarakat iidan iikepentingan iinegara. 

Kerangka hukum ini dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi negara sebagai pelaksana pembangunan dan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. 

Perlindungan hukum bagi subjek hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu preventif dan represif, 

yang mencerminkan fungsi hukum dalam menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, dan 

kemanfaatan (Suryatika et al., 2020). Regulasi-regulasi tersebut menegaskan pentingnya 

prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan tanah, khususnya 

melalui mekanisme pemberian ganti kerugian yang tidak hanya layak secara nominal, tetapi 

juga dilakukan berdasarkan perhitungan yang objektif dan partisipatif. Rizki et al. (2021) 
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menyatakan bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 bertujuan mengatur pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan 

keadilan, sehingga proses pengadaan tanah diharapkan dapat memenuhi ketiga prinsip 

tersebut bagi semua pihak yang terlibat. 

 

Tahapan iiPengadaan iiTanah 

 ii Berdasarkan iiPasal ii3 iidalam iiPP iiNomor ii19 iiTahun ii2021, iipenyelenggaraan 

iipengadaan iitanah, iidilakukan iimelalui iiempat iitahapan iipokok iiyaitu ii(Tenong iiet 

iial., ii2021): 

Perencanaan 

 ii Sebagai iitahap iiawal iidalam iipengadaan iitanah, iiinstansi iiyang iimembutuhkan 

iitanah iidiwajibkan iiMenyusun iirencana iipengadaan iisebagai iidasar iipelaksanaan. 

iiMerujuk iipada iiPasal ii4 iiayat ii(1) iiPP iiNo. ii19 iiTahun ii2021, iirencana iitersebut 

iiharus iimengacu iipada: 

a) Rencana iitata iiruang iiwilayah 

b) Prioritas iiprogram iipembangunan iisebagaimana iitercantum iidalam: 

1) Rencana iipembangunan iijangka iimenengah; 

2) Dokumen iirencana iistrategis; ii 

3) Rencana iikerja iidari iiinstansi iiyang iimembutuhkan iitanah. 

 ii Instansi iiyang iidimaksud iidapat iiberupa iilembaga iinegara, iikementerian, 

iilembaga iipemerintah iinon-kementerian, iipemerintah iiprovinsi, iikabupaten/kota, 

iiBadan iiBank iiTanah, iiserta iibadan iihukum iimilik iinegara/daerah iiyang iimemperoleh 

iipenugasan iidari iipemerintah iipusat iiatau iidaerah. iiSelain iiitu, iipihak iiswasta iijuga 

iidapat iiterlibat iiselama iimendapat iikuasa iidari iiinstansi iiyang iiberwenang. 

 ii Rencana iipengadaan iitanah iidituangkan iidalam iibentuk iidokumen iitertulis. 

iiBerdasarkan iiPasal ii6 iiayat ii(1), iidokumen iiharus iimemuat iiinformasi iiminimal 

iisebagai iiberikut: 

a) Tujuan iirencana; 

b) Pembangunan; 

c) Kesesuaian iipemanfaatan iiruang; 

d) Prioritas iipembangunan iinasional iiatau iidaerah; 

e) Lokasi; 

f) Luas iiarea; 

g) Status iikepemilikan iitanah; 

h) Estimasi iiwaktu iipengadaan iidan iipelaksanaan iipembangunan; 

i) Taksiran iinilai iitanah; 

j) Rincian iipembiayaan; 

k) Referensi iibentuk iiganti iirugi. 

 ii  iSesuai iidengan iiPasal ii7 iiayat ii(1), iidokumen iiini iiwajib iidisusun 

iiberdasarkan iikajian iikelayakan iiyang iimencakup: 

a) Survei iisosial-ekonomi; 

b) Kelayakan iilokasi; 

c) Analisis iimanfaat iidan iibiaya iiterhadap iimasyarakat; 

d) Taksiran iinilai iilahan; 

e) Analisis iidampak iisosial iidan iilingkungan 

f) Kajian iitambahan iilainnya iiyang iidiperlukan. 

Dokumen iirencana iipengadaan iitanah iiyang iitelah iidiselesaikan iiakan iidiajukan 

iikepada iigubernur, iibupati iiatau iiwalikota iiuntuk iidiproses iilebih iilanjut. ii 
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Perencanaan 

 ii Berdasarkan iiPasal ii9, iigubernur iiakan iimembentuk iiTim iiPersiapan iisetelah 

iidokumen iiperencanaan iiditerima iiyang iianggota iiterdiri iidari iikepala iidaerah 

iikabupaten/kota, iiperangkat iidaerah iiprovinsi iiyang iirelevan, iiinstansi iipengguna 

iitanah, iilembaga iipertanahan iiserta iiinstansi iilain iiyang iidianggap iiperlu. iiGubernur 

iijuga iiakan iimembentuk iisekretariat iipersiapan iiyang iibertempat iidi iiSekretariat 

iiDaerah iiProvinsi iiagar iitim iiberjalan iioptimal. iiTugas iiTim iiPersiapan iiyang 

iitercantum iipada iiPasal ii11 iiantara iilain: 

 

a) Menyampaikan iiinformasi iirencana iipembangunan 

 ii Tim iiakan iimemberi iipemberitahuan iikepada iimasyarakat iidi iiwilayah iiyang iiakan 

iidijadikan iilokasi iipengadaan iitanah. iiInformasi iidisampaikan iipaling iilambat iitiga 

iihari iisetelah iitim iiterbentuk iidan iimencakup: iitujuan iipembangunan, iilokasi iidan 

iiluas iilahan, iitahapan iipengadaan iitanah, iiestimasi iiwaktu iipelaksanaan iipengadaan 

iidan iipembangunan, iiserta iiinformasi iilain iiyang iidiperlukan. iiPenyampaian 

iiinformasi iidapat iidilakukan iisecara iilangsung iimelalui iitatap iimuka, iisosialisasi 

iidan iisurat iimaupun iitidak iilangsung iimelalui iimedia iicetak iidan iielektronik. 

b) Melakukan iipendataan iiawal iidi iilokasi iipengadaan iitanah 

 ii Pelaksanaan iiinventarisasi iiawal iiterhadap iisubjek iidan iiobjek iiyang iiterdampak 

iipengadaan iitanah. iiBerdasarkan iiPasal ii18 iiayat ii(2), iisubjek iiyang iiberhak 

iimencakup iipemilik iitanah, iipemegang iihak iipengelolaan, iinadzir iitanah iiwakaf, 

iipemegang iibukti iihak iilama, iimasyarakat iiadat, iipenguasa iitanah iinegara iidengan 

iiitikad iibaik, iiserta iipemilik iibangunan iiatau iitanaman iiyang iiterdiri iidi iiatas 

iitanah. iiPendataan iidilakukan iibersama iiapparat iikelurahan/desa iiselama iimaksimal 

ii30 iihari iidan iihasilnya iidituangkan iidalam iidaftar iisementara iiuntuk iikeperluan 

iikonsultasi iipublik. 

c) Menyelenggarakan iikonsultasi iipublik 

 ii Konsultasi iipublik iibertujuan iiuntuk iimendapatkan iipersetujuan iidari iipara iipihak 

iiyang iiberkepentingan iisebagaimana iidiatur iidalam iiPasal ii29. iiHasil iikonsultasi 

iipublik iidituangkan iidalam iiberita iiacara. iiJika iiada iipihak iiyang iikeberatan, 

iigubernur iimembentuk iitim iikajian ii(Pasal ii34) iiyang iiterdiri iiatas iisekretaris 

iidaerah, iikepala iikantor iiwilayah iiBPN, iiperwakilan iiBappeda, iiperwakilan 

iiKemenkumham, iibupati/walikota iidan iiakademisi. iiTim iikajian iidiberi iiwaktu ii14 

iihari iiuntuk iimenilai iikeberatan, iikemudian iigubernur iimemutuskan iiuntuk 

iimenerima iiatau iimenolak iikeberatan. iiJika iikeberatan iiditerima iimaka iilokasi 

iipengadaan iitanah iiharus iidipindah iiatau iidiganti. 

d) Menyusun iiusulan iipenetapan iilokasi 

 ii Instansi iipengguna iitanah iiakan iimengajukan iipermohonan iipenetapan iilokasi iike 

iigubernur iidengan iimenyertakan iipeta iilokasi iisetelah iitercapai iikesepakatan ii(Pasal 

ii44). iiJika iidalam ii14 iihari iigubernur iitidak iimengeluarkan iikeputusan, iiterutama 

iiuntuk iiproyek iistrategi iinasional, iimaka iiinstansi iidapat iimeminta iipenetapan iipada 

iiMenteri. 

e) Mengumumkan iilokasi iipengadaan iitanah iiuntuk iikepentingan iiumum 

 ii Gubernur iibersama iiinstansi iiterkait iimengumumkan iisecara iiresmi iikeputusan 

iilokasi iiyang iitelah iiditetapkan iimelalui iipapan iiinformasi iidi iidesa/kelurahan, 

iikecamatan iidan iimedia iielektronik iisebagaimana iidiatur iidalam iiPasal ii49 ii(1). ii 
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Pelaksanaan 

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021, tahap pelaksanaan pengadaan 

tanah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dijalankan oleh Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pelaksanaan dilakukan oleh Kepala 

Kantor Wilayah BPN yang akan membentuk tim pelaksana. Menurut Pasal 55 ayat (2), 

anggota tim pelaksana paling sedikit terdiri dari pejabat pengadaan tanah di kantor 

pertanahan, pejabat dari lokasi pengadaan, pejabat daerah yang menangani urusan 

pertanahan, camat, serta kepala desa/lurah setempat. Adapun tugas tim pelaksana antara lain: 

a) Persiapan iipelaksanaan; 

b) Inventarisasi iidan iiverifikasi; 

c) Penunjukan iipenilai iiindependent; 

d) Musyawarah iipenentuan iibentuk iiganti iirugi; 

e) Pembayaran iiganti iirugi; 

f) Penitipan iiuang iiganti iirugi iijika iitidak iidisetujui; 

g) Pelepasan iihak iiatas iitanah; 

h) Pemutusan iihubungan iihukum iiantara iipemilik iidan iitanahnya; 

i) Pendokumentasian iiseluruh iidata iiadministratif iipengadaan iitanah. 

 

Penyerahan iiHasil 

Hasil pengadaan tanah akan diserahkan secara resmi kepada instansi yang 

membutuhkannya. Proses serah terima dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana dengan disertai 

dokumen-dokumen lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 115. Berita acara 

penyerahan ditandatangani sebagai bukti resmi. Proses sertifikasi tanah menjadi tanggung 

jawab instansi penerima, dan sejak saat penandatanganan berita acara tersebut maka tugas 

tim pelaksana dinyatakan selesai. 

 

Peran iiInstansi iiyang iiTerlibat 

Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, peran instansi terkait 

memegang posisi yang sangat strategis dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan 

pelaksanaannya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab dalam aspek teknis 

pertanahan, khususnya dalam melakukan validasi data yuridis dan fisik tanah, melaksanakan 

pengukuran bidang tanah, serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai dasar legalitas 

kepemilikan. BPN memainkan peran kunci dalam pengadaan tanah yang tugasnya meliputi 

pengukuran, pemetaan, dan pengumpulan data terkait objek pengadaan tanah (Silalahi et al., 

2024). 

Pemerintah daerah berperan penting dalam memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat 

terdampak, menjadi mediator apabila potensi konflik muncul, serta menjembatani 

komunikasi antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Menurut Rahayu dan Amrin 

(2022), peran stakeholder dalam program pengadaan tanah meliputi pembuat kebijakan, 

perencana, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan mediator. 

Keterlibatan lembaga keuangan diperlukan guna menjamin kelancaran proses 

pembayaran ganti kerugian agar hak-hak pemilik tanah dapat dipenuhi secara tepat waktu 

dan sesuai ketentuan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 memberikan kewenangan atributif 

kepada Penilai Pertanahan untuk menetapkan nilai ganti rugi atas tanah yang digunakan 

untuk kepentingan umum, mencakup penilaian atas tanah, ruang di atas dan bawah tanah, 

bangunan, tanaman, benda terkait tanah, serta kerugian non-fisik yang dapat dinilai dengan 

uang seperti kehilangan usaha, biaya pindah, alih profesi, dan nilai properti sisa (Dahnir et 

al., 2022). 
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Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPN menjadi faktor kunci 

dalam menciptakan proses pengadaan tanah yang efektif, partisipatif, dan minim konflik, 

sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pelaksanaan pengadaan tanah harus didukung oleh 

kerja sama lintas sektor mulai dari tingkat bawah seperti RT/RW, lurah, camat, dinas 

perumahan dan permukiman, hingga BPN sebagai leading sector, agar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari 

(Putra et al., 2024). 

 

Kendala iidalam iiPengadaan iiTanah 

Kendati regulasi telah disusun secara komprehensif, implementasi di lapangan masih 

menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Beberapa kendala yang sering muncul antara 

lain sengketa kepemilikan tanah yang tidak jelas akibat minimnya legalitas dokumen yang 

dimiliki oleh warga. Menurut Surahman et al. (2025), kepemilikan sertipikat tanah sangat 

penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan dan melindungi 

masyarakat dari potensi sengketa. 

Nilai ganti rugi yang dianggap tidak adil oleh masyarakat kerap menimbulkan resistensi 

dan protes, bahkan berujung pada konflik sosial. Manafe et al. (2025) menyebutkan beberapa 

faktor penghambat pengadaan tanah yang meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya 

sosialisasi yang efektif, ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, serta prosedur 

administrasi yang sering kali memakan waktu lama. Proses birokrasi yang lambat dan rumit 

juga memperpanjang waktu penyelesaian, sehingga menghambat percepatan pembangunan 

infrastruktur. Panjangnya proses perizinan dari berbagai instansi menambah kerumitan dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah. 

Penolakan warga terhadap penggusuran dan relokasi juga menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengadaan tanah. Banyak masyarakat merasa bahwa nilai ganti rugi tidak sebanding 

dengan nilai emosional dan ekonomis dari tanah yang dimiliki secara turun-temurun. 

Keawaman masyarakat terhadap sistem kepemilikan hak tanah yang diganti rugi dianggap 

kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah (Sugianto & Leliya, 

2017). Hal ini sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Penyelesaian kendala-kendala seperti ini memerlukan beberapa upaya, antara lain 

meningkatkan sosialisasi, penjelasan regulasi secara jelas, dan perbaikan mekanisme ganti 

rugi yang lebih adil. Selain itu, perlu ada penguatan peran pemerintah dalam memastikan 

bahwa proses pengadaan tanah berjalan sesuai regulasi dengan pendekatan humanis dan 

partisipatif, sehingga dapat meminimalisasi konflik dan mempercepat pembangunan 

infrastruktur yang direncanakan. 

 

KESIMPULAN ii 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia merupakan elemen penting 

dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2021, telah mengatur secara komprehensif proses pengadaan tanah melalui tahapan 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun, praktik di lapangan 

masih menghadapi kendala seperti sengketa kepemilikan, ketidakpuasan terhadap nilai ganti 

rugi, birokrasi yang lambat, serta resistensi masyarakat terhadap penggusuran dan relokasi. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan perbaikan pada aspek birokrasi, peningkatan 

transparansi dalam perhitungan ganti rugi, serta pendekatan yang lebih partisipatif dalam 

melibatkan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya 
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pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur agar proses dapat berjalan lebih efektif dan 

minim konflik. Sebagai saran, penelitian lebih lanjut dapat menyoroti mekanisme mediasi 

dan model pemberdayaan masyarakat yang lebih adaptif, sehingga pengadaan tanah benar-

benar berkontribusi optimal dalam mempercepat pembangunan nasional secara adil dan 

merata. 
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